BERITA DAERAH KOTA BOGOR

KOTA BOGOR SALINAN

TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI B
PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN, SERTA TEMPAT PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

WALIKOTA BOGOR,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran,

penyetoran, angsuran dan penundaan
pembayaran serta penentuan tempat
pembayaran pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan yang dilaksanakan
oleh Wajib Pajak, maka wuntuk tertib
administrasi dan tertib penyelenggaraannya
perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
PeraturanWalikota;


FUZIQ
Textbox
SALINAN


Mengingat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
48406);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
148/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga
Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010
dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan
Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008
Nomor 2 Seri E);



30.

31.

32.

33.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun
2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010
Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun
2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011
Nomor 9 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN, SERTA TEMPAT
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanWalikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Bogor.

Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
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10.

11.

(1)

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib
Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa denda.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT

PEMBAYARAN
Pasal 2

Pembayaran pajak dilakukan di kas umum daerah dan/atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

Apabila tempat pembayaran pajak ditempat lain yang
ditetapkan, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas umum
daerah paling lambat 1(satu) hari kerja.

Pasal 3
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) harus dilunasi paling lambat 6 (enam)
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD) sebagai tanda bukti pembayaran yang sah.

Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
perseratus) setiap bulan.

BAB II
PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK
Pasal 4
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang

terutang.

Wajib Pajak melakukan pembayaran angsuran dan penundaan
dengan menggunakan SSPD



(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Masa angsuran atau penundaan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 12
(dua belas) bulan.

Pembayaran angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus dilakukan sebelum batas waktu
pembayaran sebagaimana tertulis dalam surat keputusan
tentang ketetapan pemberian keringanan.

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran angsuran atau
penundaan setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikenakan tambahan sanksi keterlambatan
berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dari
besar angsuran yang seharusnya dibayar sejak tanggal jatuh
tempo angsuran sampai dengan tanggal angsuran tersebut
dibayar.

Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran angsuran atau
penundaan setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikenakan tambahan sanksi keterlambatan
berupa bunga sebesar2% (dua perseratus) per bulan dari besar
angsuran yang seharusnya dibayarsejak tanggal jatuh tempo
angsuran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

Penagihan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) dilakukan melalui penerbitan STPD.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas



Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 September 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

AIM HALIM HERMANA.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN
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